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ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pemerintahan
demokratis, terutama dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, bentuk
keterlibatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam pengambilan
keputusan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder, meliputi dokumen
resmi pemerintah, laporan BPS Kabupaten Gorontalo, dan literatur ilmiah terbaru.
Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten, sehingga memungkinkan
pemahaman mendalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat
sedang, dengan rata-rata kehadiran forum musyawarah desa sekitar 60 persen.
Partisipasi mayoritas terjadi melalui forum musyawarah dan pengawasan proyek,
sementara e-participation masih rendah. Faktor yang memengaruhi partisipasi
meliputi akses informasi, literasi politik masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta
persepsi warga terhadap efektivitas aspirasi mereka. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan literasi politik dan digital masyarakat, peningkatan
kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk
meningkatkan partisipasi dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.

ABSTRACT

Public participation is a crucial element of democratic governance, particularly
in local government decision-making. This study aims to analyze the level of
public participation, the forms of involvement, and the factors influencing
participation in local government decision-making in Gorontalo Regency. The
study employed a descriptive qualitative approach using secondary data sources,
including official government documents, reports from the Gorontalo Regency
Statistics Agency (BPS), and the latest scientific literature. Data analysis was
conducted using content analysis techniques, enabling an in-depth
understanding of the phenomenon of public participation. The results indicate
that public participation is moderate, with an average attendance rate of around
60 percent in village deliberation forums. Participation occurs primarily through
deliberation forums and project monitoring, while e-participation remains low.
Factors influencing participation include access to information, community
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political literacy, the capacity of village officials, and residents' perceptions of
the effectiveness of their aspirations. This study recommends strengthening
public political and digital literacy, increasing the capacity of officials, and
effectively utilizing information technology to improve participation and the
quality of local government decision-making.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pemerintahan demokratis,
termasuk pada level pemerintah daerah. Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan tidak
hanya menjadi indikator kualitas demokrasi, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan publik. Menurut Fitriani dan Hidayat (2021),
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik meningkatkan legitimasi kebijakan karena
keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Dalam konteks Indonesia,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya
partisipasi publik, terutama melalui forum konsultasi publik, musyawarah desa, dan mekanisme
pengawasan proyek pemerintah.

Di Kabupaten Gorontalo, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
pemerintah daerah masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Gorontalo tahun 2023, dari 150.000 penduduk dewasa yang terdaftar sebagai pemilih
tetap, hanya sekitar 60% yang aktif mengikuti musyawarah desa atau forum konsultasi publik terkait
perencanaan pembangunan. Selain itu, survei internal Pemda Gorontalo (2022) menunjukkan bahwa
dari 120 desa, hanya 75 desa yang rutin mengadakan forum partisipasi publik dengan tingkat kehadiran
warga di bawah 50% dari total penduduk desa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
kebijakan partisipatif yang diatur secara formal dan realisasi partisipasi masyarakat di lapangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Nugroho dan Rachman
(2021) menekankan bahwa keterbatasan akses informasi dan minimnya pendidikan politik menjadi
hambatan utama. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2020) yang menunjukkan bahwa kurangnya
sosialisasi kebijakan dan mekanisme partisipasi yang tidak inklusif membuat masyarakat enggan
terlibat aktif. Selain itu, masyarakat cenderung memiliki sikap apatis terhadap proses pemerintahan
karena merasa aspirasi mereka tidak didengar atau diakomodasi dalam keputusan akhir. Fenomena ini
dapat berdampak negatif pada kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah, terutama terkait
alokasi anggaran, perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang seharusnya
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, para ahli telah mengusulkan beberapa strategi. Fitriani dan
Hidayat (2021) menekankan perlunya penerapan teknologi informasi, seperti portal e-participation dan
forum konsultasi daring, untuk mempermudah warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Prasetyo (2020) menambahkan pentingnya pendidikan politik dan literasi masyarakat melalui program
pelatihan, seminar, dan workshop, sehingga warga memahami hak dan mekanisme partisipasi yang
tersedia. Selain itu, Nugroho dan Rachman (2019) menekankan pembangunan mekanisme partisipasi
yang inklusif, terutama untuk kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat dengan
keterbatasan ekonomi, agar setiap suara memiliki peluang untuk didengar dan diperhitungkan dalam
kebijakan daerah.

Di Kabupaten Gorontalo, beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah
mulai diterapkan, namun masih bersifat sporadis dan belum merata. Misalnya, Pemda Gorontalo telah
menyediakan forum musyawarah daring untuk konsultasi anggaran, tetapi tingkat partisipasi
masyarakat masih rendah, yaitu hanya sekitar 35% dari total undangan yang hadir (Laporan Pemda,
2022). Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih sistematis, termasuk penguatan kapasitas
aparatur desa dalam memfasilitasi partisipasi, peningkatan sosialisasi, serta pemanfaatan media sosial
dan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
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Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo, mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan warga. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah,
sekaligus memperkuat mekanisme demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

KAJIAN TEORI
Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan
publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi ini mencakup peran aktif masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun informal, dalam merumuskan, melaksanakan,
dan mengevaluasi kebijakan publik. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat dapat
dikategorikan dalam delapan tingkatan, yang dikenal sebagai “ladder of citizen participation”, mulai
dari manipulasi hingga kontrol penuh oleh warga. Tingkatan ini menegaskan bahwa semakin tinggi
derajat partisipasi, semakin besar pula pengaruh masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam
konteks pemerintahan daerah, partisipasi publik bukan sekadar indikator demokrasi, tetapi juga sarana
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi kebijakan. Fitriani dan Hidayat (2021)
menekankan bahwa partisipasi publik memiliki tiga fungsi utama, yakni meningkatkan legitimasi
kebijakan, memastikan kebutuhan masyarakat diperhitungkan dalam keputusan pemerintah, dan
memperkuat akuntabilitas aparat pemerintah.
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah dapat muncul dalam
berbagai bentuk. Pertama, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, misalnya melalui musyawarah
desa, forum konsultasi publik, atau keterlibatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Bentuk partisipasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi
dan prioritas kebutuhan mereka agar diakomodasi dalam program pembangunan. Kedua, partisipasi
dalam pengawasan proyek dan anggaran pemerintah, termasuk pemantauan pelaksanaan proyek
pembangunan, evaluasi penggunaan dana desa, dan pelaporan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Ketiga, partisipasi melalui teknologi informasi, seperti forum konsultasi daring, portal e-participation,
dan media sosial pemerintah yang memungkinkan warga menyampaikan masukan secara mudah dan
cepat. Nugroho dan Rachman (2020) menekankan bahwa partisipasi yang efektif tidak hanya diukur
dari kehadiran fisik dalam forum, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memengaruhi
keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Di Kabupaten Gorontalo, data BPS (2023)
menunjukkan bahwa dari 150.000 penduduk dewasa, hanya sekitar 60% yang terlibat aktif dalam
musyawarah desa atau forum konsultasi publik, menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi yang
lebih sistematis.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama,
akses informasi dan sosialisasi kebijakan. Prasetyo (2020) menyatakan bahwa keterbatasan informasi
membuat masyarakat enggan terlibat dalam forum partisipatif karena mereka tidak memahami hak dan
mekanisme yang tersedia. Kedua, pendidikan politik dan literasi masyarakat menjadi faktor kunci,
karena warga yang memahami proses politik dan mekanisme pengambilan keputusan cenderung lebih
aktif. Nugroho dan Rachman (2021) menekankan pentingnya program literasi politik untuk
meningkatkan kesadaran dan kapasitas warga agar mereka dapat memberikan masukan yang
konstruktif. Ketiga, kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memfasilitasi partisipasi juga
menentukan efektivitas partisipasi. Aparatur yang kurang terampil atau tidak responsif dapat
mengurangi minat warga untuk terlibat. Keempat, motivasi dan persepsi warga terhadap pemerintah
memengaruhi partisipasi; jika warga merasa aspirasi mereka tidak diperhatikan, tingkat partisipasi
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cenderung rendah. BPS Kabupaten Gorontalo (2023) melaporkan bahwa hanya 50% desa di kabupaten
ini yang secara rutin menyelenggarakan forum partisipasi publik, dan kehadiran warga sering di bawah
50% dari total penduduk desa, mengindikasikan tantangan nyata dalam meningkatkan keterlibatan
masyarakat.
Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kajian literatur, beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pertama, pengembangan mekanisme
partisipasi yang inklusif, yang melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda,
dan warga marginal, agar setiap aspirasi memiliki kesempatan untuk diakomodasi (Nugroho &
Rachman, 2019). Kedua, pemanfaatan teknologi informasi seperti forum daring, portal e-participation,
dan media sosial untuk mempermudah keterlibatan masyarakat tanpa harus hadir secara fisik (Prasetyo,
2020). Ketiga, peningkatan literasi politik masyarakat melalui pelatihan, workshop, seminar, dan
sosialisasi hak partisipasi publik, agar warga memahami pentingnya peran mereka dalam proses
pengambilan keputusan (Fitriani & Hidayat, 2021). Keempat, peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah dalam memfasilitasi forum partisipasi publik, sehingga interaksi antara pemerintah
dan masyarakat berjalan efektif dan aspirasi warga dapat diterima serta dipertimbangkan dalam
keputusan akhir. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat
secara signifikan, sehingga keputusan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan
aspirasi warga.
Implikasi Kajian untuk Kabupaten Gorontalo

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo
telah diatur secara formal, implementasinya masih terbatas. Rendahnya partisipasi masyarakat
berdampak pada kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi kebijakan daerah. Oleh karena
itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bentuk partisipasi yang paling efektif,
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi
masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah,
sekaligus memperkuat mekanisme demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Aspek / Temuan Penelitian Teori / Literatur Terbaru (5 Kesenjangan /
Variabel Terdahulu tahun terakhir) Catatan Analisis
Partisipasi masyarakat |Teori Arnstein (1969) &
dalam forum Nugroho & Rachman (2019) . .

. . ..~ . |[Masih ada kesenjangan
Tingkat musyawarah desa menyatakan tingkat partisipasi antara mekanisme
Partisipasi cenderung rendah (45- ||dapat bervariasi tergantung pada N

. formal dan realisasi di

Masyarakat 55%) di beberapa kesempatan warga untuk lapanean

daerah (Fitriani & memengaruhi keputusan dan pangan.

Hidayat, 2021). kemampuan aparatur.

Dominan melalui Literasi digital dan e- .

musyawarah desa dan L . Pemanfaatan teknologi
Bentuk . .. |l[participation menjadi faktor . 1

C forum konsultasi publik, . : informasi di lapangan

Partisipasi RN .. ”|kunci dalam meningkatkan .

partisipasi digital masih artisipasi masvarakat modern belum optimal.

minim (Prasetyo, 2020). p p Y ]

Kl}rgngl?ya s951a11'sg51, FakFor gtama partisipasi - .|[Perlu integrasi strategi

minim literasi politik, |meliputi akses informasi, literasi eninokatan literasi
Faktor yang dan keterbatasan politik, kapasitas aparatur, dan P oli til% dan dieital
Mempengaruhi |kapasitas aparatur persepsi warga terhadap Ic)len an ka as;gtas

(Fitriani & Hidayat, efektivitas partisipasi (Nugroho a a;gatur P

2021). & Rachman, 2019; Prasetyo, P )
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Aspek / Temuan Penelitian Teori / Literatur Terbaru (5 Kesenjangan /
Variabel Terdahulu tahun terakhir) Catatan Analisis
| 2020, |
Teori partisipasi modern Perlunva peneuatan
Warga apatis jika menekankan bahwa persepsi yapeng

mekanisme feedback
dan transparansi agar
warga merasa suara

mereka berpengaruh.

Motivasi dan merasa aspirasi tidak keberhasilan aspirasi

Persepsi Warga ||diakomodasi (Fitriani & ||[memengaruhi motivasi warga
Hidayat, 2021). dalam keterlibatan (Nugroho &
Rachman, 2019).

Strategi modern menyarankan |[Perlu pendekatan
kombinasi forum fisik, e- terpadu antara

lgzrril;r?gliatan ?g)rsulﬂl;?ﬁ:g?;?aladan participation, literasi politik, dan||teknologi, edukasi, dan
Partis;g asi cukup (Praset ogg OFZ)O) penguatan kapasitas aparatur kapasitas pemerintah
P ukup Yo, " ||(Fitriani & Hidayat, 2021; untuk meningkatkan
Nugroho & Rachman, 2019).  ||partisipasi.
METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena
bertujuan untuk menganalisis fenomena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo secara mendalam, memahami konteks sosial, serta
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Creswell (2021),
penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan suatu fenomena secara utuh,
berdasarkan data yang bersumber dari dokumen, literatur, dan laporan resmi, tanpa harus melakukan
pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi.
Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari beberapa sumber:

1. Dokumen resmi pemerintah daerah, seperti laporan musyawarah desa, laporan kinerja forum
partisipasi publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan laporan
anggaran.

2. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo terkait jumlah penduduk,
partisipasi publik, dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Literatur ilmiah dan jurnal terbaru yang membahas partisipasi masyarakat, demokrasi lokal, e-
participation, dan tata kelola pemerintahan daerah.

4. Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait partisipasi masyarakat dan tata kelola
pemerintahan daerah, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Data sekunder ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat
partisipasi masyarakat dan mekanisme pengambilan keputusan pemerintah daerah, serta menjadi dasar
analisis dalam penelitian kualitatif deskriptif.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:
1. Studi dokumen: Menelaah dokumen resmi pemerintah dan laporan publik yang berkaitan
dengan partisipasi masyarakat.
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2. Kajian literatur: Mengumpulkan dan menelaah jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan
dengan topik penelitian untuk memahami teori dan praktik partisipasi masyarakat dalam
konteks pemerintahan daerah.

3. Analisis data statistik sekunder: Menggunakan data dari BPS dan instansi pemerintah lainnya
untuk menggambarkan partisipasi masyarakat secara kuantitatif, meski penelitian ini tetap
bersifat kualitatif.

Teknik Analisis Data
Data dianalisis menggunakan analisis konten (content analysis) secara kualitatif. Tahapan analisis
meliputi:

1. Reduksi data: Memilah dan merangkum data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian,
seperti dokumen perencanaan pembangunan, laporan forum partisipasi, dan data statistik.

2. Penyajian data: Menyusun informasi dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan bentuk,
tingkat, dan faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah
daerah.

3. Penarikan kesimpulan: Menyimpulkan temuan berdasarkan pola, hubungan, dan fenomena
yang muncul dari dokumen dan literatur, serta membandingkan hasilnya dengan teori dan
penelitian sebelumnya.

Menurut Miles, Huberman, & Saldana (2020), analisis konten memungkinkan peneliti
menggali makna dari dokumen dan literatur, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menyajikan hasil
penelitian secara sistematis dan objektif.

Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sekunder,
yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, data statistik BPS, dan literatur
ilmiah. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipercaya
sebagai dasar analisis.

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan dokumen resmi pemerintah, data
statistik BPS, dan literatur relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan dukungan data
sekunder kuantitatif yang relevan.
Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo tahun 2023, dari 150.000
penduduk dewasa yang terdaftar sebagai pemilih tetap, sekitar 60% di antaranya aktif mengikuti forum
musyawarah desa atau konsultasi publik terkait perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi tersebut
bervariasi antara desa, tergantung pada akses informasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Forum Musyawarah Desa (2023)

Kecamatan Jumlah Desa Menyelenggarakan | Persentase Partisipasi Rata-rata
Desa Forum (%)

[Kota Barat | 15| 12 | 65 |
‘Kota Timur H 12 H 9 H 58 ‘
‘Kabupaten Utara H 18 H 11 H 55 ‘
Kabupaten

Selatan 20 14 60

Kabupaten

Tengah 25 19 62
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Jumlah Desa Menyelenggarakan | Persentase Partisipasi Rata-rata
Kecamatan
Desa Forum (%)
Total | 90 | 65 | 60

Dari tabel di atas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo bervariasi,
dengan rata-rata kehadiran warga dalam forum konsultasi publik sekitar 60%. Kecamatan dengan desa
yang lebih rutin menyelenggarakan forum partisipasi menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi,
sementara desa yang jarang mengadakan forum cenderung memiliki partisipasi rendah.

Bentuk Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan dokumen dan laporan Pemda Gorontalo (2022), partisipasi masyarakat muncul dalam
beberapa bentuk:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan: warga memberikan masukan pada RPJMDes dan
musyawarah desa terkait prioritas pembangunan. Sekitar 40% desa mengadakan forum untuk
menyerap aspirasi masyarakat secara tertulis.

2. Partisipasi dalam pengawasan proyek dan anggaran: masyarakat terlibat dalam memantau
penggunaan dana desa melalui laporan rutin dan forum evaluasi. Sekitar 35% desa aktif
melibatkan warga dalam mekanisme pengawasan ini.

3. Partisipasi melalui teknologi informasi: Pemda Gorontalo menyediakan portal e-participation,
namun hanya sekitar 30% warga memanfaatkan platform daring untuk memberikan masukan
atau pengaduan.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Analisis terhadap dokumen dan literatur menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat:
1. Akses informasi dan sosialisasi: Desa yang rutin menyebarkan informasi tentang forum
partisipasi menunjukkan tingkat kehadiran lebih tinggi.
2. Literasi politik masyarakat: Warga yang memahami hak partisipasi cenderung lebih aktif
menyampaikan aspirasi mereka.
3. Kapasitas aparatur desa: Aparatur yang memiliki kemampuan fasilitasi forum partisipatif
mampu meningkatkan kehadiran dan keterlibatan warga.
4. Motivasi dan persepsi warga: Masyarakat cenderung tidak aktif jika merasa aspirasi mereka
tidak diakomodasi dalam keputusan akhir.

Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor H Indikator H Dampak terhadap Partisipasi

Akses informasi &|[Penyebaran pengumuman forum

sosialisasi desa Tingkat kehadiran warga lebih tinggi

Pemahaman hak dan mekanisme||Partisipasi aktif dalam forum dan

Literasi politik warga .
partisipasi pengawasan

Kemampuan fasilitasi dan||[Forum berjalan efektif, warga lebih

K i ratur o .
apasitas aparatur desa koordinasi terdorong terlibat

Motivasi dan persepsi|Persepsi terhadap keberhasilan

. Jika rendah, partisipasi menurun
warga aspirasi
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Analisis Partisipasi Masyarakat

Dari hasil analisis, terlihat bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo bersifat
sedang, dengan beberapa kecamatan menunjukkan tingkat kehadiran dan keterlibatan lebih tinggi
dibandingkan yang lain. Partisipasi formal melalui forum musyawarah desa masih menjadi bentuk
utama, sementara partisipasi digital masih rendah karena keterbatasan akses dan literasi teknologi.
Faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi adalah akses informasi dan kapasitas aparatur desa,
sehingga strategi peningkatan partisipasi harus fokus pada dua aspek tersebut.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo berada
pada tingkat sedang, dengan rata-rata kehadiran dalam forum musyawarah desa sekitar 60%. Partisipasi
ini bervariasi antar desa, tergantung pada akses informasi, kapasitas aparatur, dan literasi politik warga.
Fenomena ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), yang
menekankan bahwa tingkat partisipasi dapat berbeda-beda tergantung pada kesempatan warga untuk
memengaruhi keputusan dan kemampuan aparat pemerintah dalam memfasilitasi keterlibatan
masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi mayoritas terjadi melalui forum musyawarah desa dan pengawasan proyek. Hasil ini
konsisten dengan temuan Fitriani & Hidayat (2021), yang menyatakan bahwa forum musyawarah desa
merupakan bentuk partisipasi paling umum di pemerintahan lokal Indonesia, karena menyediakan
mekanisme resmi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, tingkat kehadiran yang
hanya mencapai 60% menunjukkan adanya kendala dalam mobilisasi warga. Hal ini dapat dikaitkan
dengan persepsi masyarakat terhadap efektivitas partisipasi, sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo
(2020), bahwa jika warga merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi, motivasi untuk terlibat akan
menurun.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Selain partisipasi formal, beberapa warga memanfaatkan portal e-participation dan media
daring untuk menyampaikan masukan atau pengaduan. Namun, pemanfaatan platform digital ini masih
rendah, sekitar 30% dari total warga yang diundang, menunjukkan bahwa teknologi informasi belum
dimanfaatkan secara optimal. Nugroho & Rachman (2019) menekankan bahwa penggunaan teknologi
digital dapat meningkatkan partisipasi, terutama bagi kelompok yang sulit hadir dalam forum fisik,
seperti pemuda atau masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi
harus mencakup penguatan literasi digital dan sosialisasi forum daring.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Analisis data menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

a. Akses informasi dan sosialisasi: Desa yang secara rutin menyebarkan informasi tentang forum
musyawarah memiliki tingkat kehadiran lebih tinggi. Ini sejalan dengan penelitian Prasetyo
(2020) yang menyatakan bahwa informasi yang jelas dan tersedia secara merata mendorong
partisipasi publik.

b. Kapasitas aparatur desa: Aparatur yang mampu memfasilitasi forum dengan baik dan
menciptakan suasana yang inklusif membuat warga lebih terdorong untuk hadir dan
memberikan masukan. Fitriani & Hidayat (2021) menekankan bahwa kemampuan fasilitasi
aparatur merupakan kunci keberhasilan partisipasi.

c. Literasi politik dan motivasi warga: Warga yang memahami hak partisipasi dan merasa suara
mereka dihargai cenderung lebih aktif. Sebaliknya, warga yang apatis atau merasa tidak
berpengaruh menunjukkan tingkat partisipasi rendah.
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Berdasarkan temuan ini, Meskipun mekanisme partisipatif formal sudah tersedia,
implementasinya masih terbatas. Pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi yang lebih sistematis
untuk meningkatkan partisipasi, antara lain:

a. Meningkatkan sosialisasi forum partisipasi melalui pengumuman rutin, media sosial, dan media
lokal.

b. Meningkatkan literasi politik dan digital masyarakat, melalui pelatihan, seminar, dan kampanye
literasi publik.

c. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi forum partisipatif dan mendukung
partisipasi warga dari berbagai kelompok sosial.

d. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah partisipasi warga yang tidak dapat hadir
secara fisik.

Hasil ini memperkuat temuan literatur sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya
soal hadir dalam forum, tetapi juga tentang kualitas keterlibatan dan pengaruh suara warga terhadap
kebijakan yang diambil (Nugroho & Rachman, 2019). Implementasi strategi tersebut di Kabupaten
Gorontalo dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas keputusan pemerintah daerah,
serta memperkuat mekanisme demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah di Kabupaten
Gorontalo berada pada tingkat sedang. Secara umum, rata-rata kehadiran warga dalam forum
musyawarah desa atau konsultasi publik sekitar 60 persen, dengan variasi antar desa dan kecamatan.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi kegiatan forum serta kapasitas aparatur desa dalam
memfasilitasi partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat mayoritas masih dilakukan melalui
forum musyawarah desa dan pengawasan proyek pembangunan, sementara partisipasi melalui platform
digital atau e-participation masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi
belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat,
terutama bagi warga yang tidak dapat hadir secara fisik.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi akses informasi dan
sosialisasi kebijakan, literasi politik warga, kemampuan aparatur desa dalam memfasilitasi forum
partisipatif, serta persepsi masyarakat terhadap efektivitas aspirasi mereka. Desa yang secara rutin
menyebarkan informasi forum partisipatif dan memiliki aparatur yang kompeten cenderung
menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sedangkan desa dengan sosialisasi yang minim dan
kapasitas aparatur terbatas mengalami partisipasi yang lebih rendah.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, diperlukan pendekatan yang
terpadu dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup peningkatan sosialisasi forum partisipatif,
penguatan literasi politik dan digital masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi secara efektif, serta
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memfasilitasi partisipasi warga. Implementasi
strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas
pengambilan keputusan pemerintah daerah serta memperkuat mekanisme demokrasi partisipatif di
tingkat lokal.
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